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l E-Government mengapa dan untuk siapa ?

» Era reformasi di Indonesia sedikit banyak cukup
mempengaruhi kehidupan dan terutama
pola pikir masyarakat dan pemerintah. Dengung
tentang "Good Government" terdengar dimana-
mana. Apa sebenarnya yang akan dibangun
dalam menjembatani rakyat dan pemerintah
dalam rangka "Good Government" tersebut.

el e

* Inpres 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi
Nasional Pengembangan e-Government, telah
mengamanatkan, diantaranya kepada setiap
Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil
langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai
dengan tugas, fungsi dan kewenangannya
masing-masing guna terlaksananya
pengembangan e-Government secara nasional.
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l Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PEMERINTAH PUSAT

i

Desentralisasi Dekonsentrasi Tugas Pembantuan
Pelaporan &
Pertanggungjawaban
PEMERINTAH DAERAH
DPRD GUBERNUR

Perangkat Daerah Instansi

Vertkal
DPRD BUPATI/ WALIKOTA

Perangkat Dasrah

l Menurut Inpres No 3/2003:

* Pengembangan e-government merupakan upaya untuk
mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis
(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas
layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-
government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses
kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan
pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi
tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

(1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan
proses kerja secara elektronis;

(2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik
dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh
wilayah negara.
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» Seiring dengan perkembangan teknologi yang
begitu pesat penetrasinya, muncul berbagai
istilah "Electronic”, mulai dari electronic mail,
electronic business, electronic payment sampai
dengan electronic government atau yang akhir-
akhir ini sangat populer dengan istilah E-Gov.
Apa sebenarnya yang akan dicapai dengn E-
Gov serta apa saja dampaknya terhadap
masyarakat terutama yang belum tersentuh
dengan infrastruktur teknologi yang
menunjangnya.

el e

* Mungkin sudah sangat banyak ulasan-ulasan maupun
seminar-seminar tentang E-Gov ini, akan tetapi
pelaksanaannya sampai saat ini belum ada tanda-tanda
dan mau diarahkan kemana. Satu hal yang kerap kali
muncul adalah bagaimana dengan kesiapan
masyarakat.

Pertanyaan ini sangat sering muncul dalam diskusi-
diskusi tentang E-government. Namun sebenarnya kita
juga patut mempertanyakan siapkah pemerintah
Indonesia ataupun siapkah pemerintah daerah, sehingga
masyarakat tidak selalu menjadi kambing hitam
manakala E-Gov ini tidak bisa berjalan.
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l Tujuan Implementasi e-Government

* Meningkatkan mutu layanan publik melalui
pemanfaatan teknologi IT dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan

» Terbentuknya kepemerintahan yang bersih,
transparan, dan mampu menjawab tuntutan
perubahan secara efektif

» Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan
proses kerja kepemerintahan

el e

l Sasaran Pembangunan e-Government

* Pembentukan jaringan informasi dan transaksi
pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau

» Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha
untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan
perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan
perdagangan internasional

* Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga
pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi
masyarakat dalam proses kepemerintahan

* Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang
transparan dan efisien serta memperlancar transaksi
dan layanan antar lembaga pemerintah
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l Menuju e-Government

* Gambar. Transformasi Menuju e-Government

Government fo e-Governmeni

Penyelenggaraan

Pemerintahan
Berbasis ICT
Transformasi Pemanfaatan ICT
. Manajemen Perubahan . Penggunaan Internet
. Perubahan Budaya Kenja . Penggunaan Infrastruktur
. Perubahan Proses Eerja Telematika
. SOP dan Kebijakan Politik . Penggunaan Sistem Aplikasi
. Peraturan dan Penmdangan . Standarizasi Metadata
. Leadership . Transaksi Elekmonik

. Electronic Data Interchange
. Electrome Documentation

——————TE T

» Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang
penyelenggaraannya dapat dibantu melalui
sistem elektronik adalah:

* Pelayanan Masyarakat
» Kepegawaian

» Keuangan Daerah

* Pengelolaan Aset

» Dan sebagainya
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l Kerangka arsitektur e-Government

» Salah satu kata kuci e-Government adalah pemanfaatan
ICT. Ini artinya bahwa akan ada unsur-unsur ICT seperti
sistem aplikasi, sistem infrastruktur, jaringan telematika
dan lain-lain yang dipakai dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa hal
mendasar tentang pemanfaatan ICT ini berkaitan
dengan:

* Penggunaan Internet

» Penggunaan Infrastruktur Telematika

» Penggunaan Sistem Aplikasi

« Standarisasi Metadata

* Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik
* Sistem Dokumentasi Elektronik

——————TE T
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Gambar 5-2. Kerangka Arsitektur e-Government
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l Peta Solusi Aplikasi e-Government
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l Contoh Peta Solusi Aplikasi e-Government
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l kelompok sistem

» Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi
fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan
masyarakat (G2C: Government To Citizen

» Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi
fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan
kalangan bisnis (G2B: Government To Business)

» Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi
fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga
kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah
lainnya (G2G: Government To Government)
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l BLUEPRINT APLIKASI E-GOVERNMENT
PEMERINTAH DAERAH
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» Payung besar internet saat ini memang dipergunakan di
semua lini, baik untuk kepentingan bisnis sampai
dengan pemerintahan. Ini ditengarai dengan munculnya
hal-hal yang serba online. Sesuatu yang sebelumnya
terbatas oleh jarak saat ini nyaris dapat dihilangkan.
Mungkin ini yang menjadi dasar sehingga apapun akan
ditangani secara online, termasuk masalah-masalah
yang menyangkut pemerintahan. Tetapi kita tidak boleh
lupa bahwa hal ini sebenarnya adalah revolusi paling
tidak terhadap perilaku dan pola pikir masyarakat,
sehingga apabila tidak diperhitungkan secara matang
bukan tidak mungkin justru akan menjadi lebih kacau
dalam pelaksanaannya.
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» Kembali ke masalah E-Gov yang sedang banyak
dibicarakan dan rame-rame dibuat sistemnya,
bila pada pelaksanaanya menggunakan "pilot
project” inipun diperlukan manajemen yang tidak
gampang. Pertama sistem tersebut harus
menjamin akurasi data supaya tidak terjadi
ketimpangan antara daerah yang dipakai untuk
pilot project dan daerah lain yang tidak dipakai.
Secara teori pasti akan terjadi dua metode
pendataan yaitu secara online dan manual
seperti yang sudah dilakukan.

el e

» Lalu apa sajakah yang akan ditangani dengan
adanya e-gov ini. Apabila yang akan ditangani
sebatas pembuatan kartu tanda penduduk
secara online misalnya, maka tentu saja biaya
operasionalnya akan menjadi lebih besar
terlepas dari persoalan efektivitas. Tetapi
apabila konsepnya tetap sama bahwa
pemerintah sebagai pelayan masyarakat, maka
masalahnya pun sangat kompleks dan butuh
waktu yang panjang sebelum masuk ke
pembuatan dan pemakaian sistem.
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l Perkembangan e-Government

» Perkembangan e-Government dimulai awal 1990 an
dengan adanya inovasi dan pengembangan aplikasi
berbasis web dan teknologi komunikasi seperti PC
(Personal Computer) dan LAN (Local Area Network),
Internet browser, EDI (Electronic Data Interchange), SSL
(Secure Socket Layer), XML dan WAN. Bersamaan
dengan perkembangan teknologi, dalam bidang
manajemen ada inovasi seperti change management,
business process reengineering, knowledge
management dan customer relationship management

el e

» Sekarang ini pemerintah di berbagai negara di
dunia mengimplementasikan e-Government
untuk mencapai 3 tujuan : memperoleh efisiensi
di internal, meningkatkan layanan ke
masyarakat, dan mendukung keunggulan
ekonomi. Di Indonesia, seperti halnya negara
lain, telah menyadari pentingnya e-Government
online untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik.
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SELAMAT DATANG DI WEBSITE DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Berita Nasional

MA Serahkan Keputusan ke Mendagri
Rabu, 19 Maret 2008, 10:12 WIB

[3AKARTA] Mahkamah Agung (MA) menyershkan dua versi penghitungan suara ulang
pemilihan kepala dasrah (pilkada) Maluku Utara (Malut) untuk diputuskan cleh Menteri
Dalam Negari (Mandagr) Mardiyanto. Msski demikian, MA menilsi penghitungan yamg
Gilakukan Ketua dan anggota KPUD Malut, yaitu Rahmi Husen Gan Nurbaya Soleman, taiah
memenuhi prossdur hukum acara perdats.

Presiden Dukung Langkah Jaksa Agung
Rabu, 19 Maret 2008, 05:53 WIE.

- DUBAI, RABU - Prasiden Susile Bambang Yudhoyeno mandukung szlursh
. langkah yang dilakukan Jaksa Agung darman  Supandji untuk
mengembalkan kepercayssn masyarskat. siden sudah mendapat
lzgoran dan mendukung semua langkah yang dilakukan Jakss Agung,” kata
Andi Mallarangang i pasavst sast menuju Dubai, Selaza (18/3) malam

Artikel

e-Gov? Temukar

Kartu Kendali Minyak Tanah Diluncurkan 2 April
Jawaban Disini o

M sclaca, 18 Maret 2008, 1010

" JAKARTA--MI: Pemerintsh secara resmi akan meluncurkan
Kk disini : LI
program  penghematan minyek tenah  bersubsidi - melalui
pemakaian kartu kendali pada 2 Ap:
P Berita Selanjutnya..

Kumpulan artikel
Geod Governance oS e
Kirim Pengaduan Mendagri akan Minta Arahan Presiden Soal Maluku Utara
Rabu, 18 Maret 2008, 05:30 WIE

Atau bisa dikiim ke:
PO BOX DEPDAGRI

\--DDN: Mentsri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto akan memints arshan
O PO DEPOACK JAKARTA--DDN: I o Negeri (Mendagri) Mardivanto ake nt; s

Presiden Susile Bambang Yudhoyans dan Wakil Presiden Jusuf Kalla seal Pemilinan Umum
‘Gubarnur di Provinsi Maluku Utara,

‘Mendagri Prihatin atas Kondisi Rupat dan Jemur
et 2003, 03:54 WiB

Pilkada Selasa, 18 Ma:

Seputar Pilkada
Pekanbaru, Kompas - Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menyatakan prihatin atas kondisi




Kendala yang terjadi dalam penerapan e-
Government

» Kurangnya perencanaan yang berkesinambungan,
dengan program kerja yang tidak bisa berlanjut dari
tahun ke tahun.

 Infrastruktur, karena penetrasi PC (Personal Computer)
baru menjangkau 1.5% penduduk, di bawah 1% untuk
akses Internet, dan hanya 3% yang terjangkau jaringan
telekomunikasi (2003).

» Kurangnya pendanaan untuk program e-Government

» Kurangnya koordinasi dan integrasi pemerintahan
secara nasional dalam hal e-Government

» Belum siapnya peraturan dan regulasi mengenai e-
Government, ataupun lebih umum menyangkut e-
commerce.

S —orve KU U TR

Dasar-dasar Peraturan

e UU No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintah Daerah

* PP No. 56 Th. 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

» Keppres No. 9 Th. 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika
Indonesia.

* Inpres No. 6 Th. 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan
Telematika di Indonesia.

* Inpres No. 3 Th. 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Government.

* KepMendagri No. 45 Th. 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan
Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri.

* KepMenpan No. 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum
Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan Instansi
Pemerintah.
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KESIMPULAN

» e-Government adalah kecenderungan yang
tidak bisa dihindari, kebanyakan lembaga
pemerintah di pusat dan di daerah sudah mulai
melangkah ke sana, meski hanya dimulai dari
membuat website yang statis dan satu arah.
Beberapa sudah melangkah ke tataran yang
lebih maju dengan menyediakan akses
informasi dan pelayanan secara online, atau
percepatan layanan dengan bantuan teknologi
informasi.

S —orve KU U TR

» Sebaiknya pengembangan e-Government dilakukan
dengan berpijak pada satu kerangka yang utuh, atau
framework e-Government, sehingga kesinambungan
rencana itu terjaga. Keseimbangan antara penguatan di
sisi back office (misalnya modul transaksi) dengan front
office (misalnya portal) juga diperlukan karena proses
otomatisasi tidak sekedar memindahkan pekerjaan
manual ke komputerisasi. Juga diperlukan tidak sekedar
teknologi tetapi juga perbaikan proses bisnis seperti
dengan Supply Chain Management (SCM), Enterprise
Resource Planning (ERP), Customer Relationship
Management (CRM), Business Process Re-engineering
(BPR), IT Project Management, Reverse Auction, dan
lain-lain yang biasanya diterapkan di kalangan bisnis,
namun juga bisa diaplikasikan ke pemerintahan.
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